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BUPATI BANGLI 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR 84 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 
BUPATI BANGLI, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses 

pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, 

murah, transparan, pasti dan terjangkau; 

b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c 

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur 

Standar Pelayanan Publik ditetapkan oleh Bupati/Walikota 

untuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kabupaten/kota; 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 

3. Bupati adalah Bupati Bangli. 

4. Perangkat Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sesuai dengan kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



  www.jdih.banglikab.go.id 

8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 

fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 

MAKSUD TUJUAN 

Pasal 2 

 

Maksud Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah 

sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan masyarakat serta 

acuan penilaian kualitas pelayanan masyarakat. 

 

 

Pasal 3 

 

Tujuan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah 

untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras 

dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

 

Ruang Lingkup Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

meliputi : 

1. Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperzinan. 

2. Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan. 

 

 

BAB IV 

PENYELENGGARA KOMPONEN DAN MEKANISME 

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN 

DAN NONPERIZINAN 

Pasal 4 

 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

merupakan penyelenggara fungsi pelayanan terpadu Perizinan 

dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

 

Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

meliputi : 

1. Dasar Hukum; 

2. Persyaratan; 

3. Sistem,Mekanisme dan Prosedur/Standar Operasional 

Prosedur Standar Pelayanan; 

4. Jangka Waktu Pelaksanaan; 

5. Biaya/Tarif; 

6. Produk Pelayanan; 

7. Prasarana dan Saran dan Masukan; 

8. Kopetensi Pelaksana; 

9. Penanganan Pengaduan Sarana; 

10. Jumlah Pelaksana; 

11. Jaminan Pelayanan; 

12. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan 

13. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 

Pasal 6 

 

Mekanisme penyusunan Standar PelayananPerizinan dan 

Nonperizinan meliputi: 

1. Identifikasi persyaratan; 

Persyaratan adalah Syarat (dokumen atau barang/hal lain) 

yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, 

baik persyaratan teknis maupun administrative. 

2. Identifikasi prosedur; 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 

penerima pelayanan. 

3. Identifikasi waktu; 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

4. Identifikasi biaya/tarif; 

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 

5. Identifikasi produk pelayanan;dan 

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan. 

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat 

mekanisme pengelolaan pengaduan. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 

Ditetapkan di Bangli 

pada tanggal 27 Desember 2021 

BUPATI BANGLI, 

 

ttd 

 

SANG NYOMAN SEDANA ARTA 

Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 27 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI 

  

 ttd 

 

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 84 

 


